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BUPAT1 BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2O2s

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkat-kaI kesejahteraan
masyarakat, perlu didukung dengan rencana kerja
perangkat daerah yang terintegrasi dengar rencana
pembangunan nasional yalg dilakukan secara baik,
profesiorral, terarah, da.Ir berkesinarnbungan;

b. bahwa berdasarkan hasil pengendalia-n dar evaluasi
pelal<sanaan Rencana Keda Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2O25, perlu disesuaikan dengar asumsi
kerangka ekonomi daerah, asumsi keuangan daerah,
serta kondisi terkini perangkat daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 4l ?ahun 2024
tertang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025,
perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhal daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturar Bupati tentang Perubahal
Rencala Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarg Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2- Undang-Undang Republik Indonesia Nomoi 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undalg-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peratura-n Pernerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 "fabwr 2022 tentang Cipta
Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarntrahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 TahuB 2024 tentang
Kabupaten Bantul di Daerah Isti-rnewa Yogiakarta
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
3O8, Tambahan kmbarair Negara Republik Indonesia
Nomor 7059);
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Menetapkan:

Pasal 1

Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pembahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut

Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk
periode I {satu} tahun.

2. Perubahan Rencana Kerja Perargkat Daerah yang selanjutnya disebut
Penrbahan Renja Perangkat Daerah adala-L dokumen perubahan
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) talun.

3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selatjutnya
disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan
perencanEr;rn dan pengalggaran yalg berisi perubahan rencana
pendapatan, perubahan rencala belartja program dan kegiatart Perargkat
Daerai serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasa. pen)rusunan
Perubahar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Ra\rat Daerah dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangarr Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2
(1) Perubahar Renja Perargkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan

mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
{2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

menjadi pedoman Perangkat Daeral. dalam merlrusun Perubahan RKA
Perangkat Daerah Tahun 2O25-

Pasal 3
Pembahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWUIAN I TAHUN 2025
BAB III : RENCANA KER.JA DAN PENDANAA}I PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

Pasal 4
(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimarra dimaksud

dalarn Pasal 3 terdiri atas:
a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
b. Perubahan Renja Sehetariat DPRD;
c. Perubahan Renja Inspel(orat Daerah;
d. Pembahan Renja Dinas Daeral. yang terdiri atas:

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikal, Kepemudaal dan Olairraga;
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2. Pen:bahan Renja Dinas Kesehatan;
3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umurn, Perumahaa dan Xawasan

Permukiman;
4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan darl Pencatatan SiPil;
5. Perubahal Renja Dinas Penanamarl Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;
6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dal Perdagangan;
7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
8. Perubaharr Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruatg lktndtw Niti

Mond.ela Sart(r Tata So.so,'1"a,l;

9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan: (Kundha Kobudagan);
10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
I 1. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anal<, Pengeadalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
15. Perubalmr Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Renja Dinas Perpustakran dan Kearsipan;
17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
18- Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
l. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perubahan Renja Badal PengeloLaan KeuangarL Pendapatan dan

Aset Daerah;
3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia;
4- Perubahan Renja Badan Penanggulangan E!,encana Daerah;
5. Perubairan Renja Badan Kesatuan Barlgsa darl Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandal<al;
2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
4. Perubahal Renja Kapanewon Pundong;
5. Perubatran Renja I{apanewon Ba-rntanglipuro;
6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
7. Penrbahan Renja Kapanewon Pajangan;
8. Perubahan Renja Kapanewon Bantrr;
9. Perubahan Renja Kapanewon Jeds;
10. Perubahan Renja Kapa.newon Imogiri;
I 1. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
12. Perubaha! Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
14. Perubahan Renja Kapanewon Piy:ngan;
15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;



16. Penrbahan Renja Rapanewon Kasihan;
17- Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panemba-han Senopati.
(2) Pcrubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayst (l)

tercaotum dalarD l,ampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mr.rlai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oran8 mengelahuinya, memerintahkan ;rengundaagan Peraturan
Bupati ini dcngan penempatannl,.a dalah Berita Daerah Kabufraten Bantul.

di Bantul
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR I TAHUN 2O2s

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KER.IA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan 

perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 

keadaan, meliputi: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan 

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus 

digunakan untuk tahun berjalan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan 

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon 

Piyungan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan  Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2025. 

1.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan  

Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta;  



c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;  

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 

sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul; 

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 

 

 



1.3. Maksud dan Tujuan 

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun dengan 

maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi 

keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan 

kondisi terkini. 

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Piyungan  Tahun 

2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat 

Daerah Tahun 2025. 

1.4. Sistematika 

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 

2025 adalah sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II.  EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN I TAHUN 2025 

BAB III.   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV.  PENUTUP 

  



BAB II 

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 

TAHUN 2025 

 

Evaluasi Renja Kapanewon Piyungan  Tahun 2025 sampai dengan 

Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Piyungan. 

Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian 

target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. 

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 

disajikan pada tabel berikut: 

  



Tabel 2.1 

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan  

Kode 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Progam/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target Kinerja dan 

Anggaran Tahun 2025 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran  Triwlan I 

Tahun 2025 

Tingkat Realisasi 

(%) s.d Triwulan I 

Tahun 2025 

Kendala yang 

Dihadapi 

(1) (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 

K Rp K Rp K Rp  

2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA  
URUSAN KEBUDAYAAN 

Cakupan Pembinaan 
Kelembagaan Adat dan 
Tradisi 

Persen 100 60.000.000 0 0 0 0 
 

2.22.08
.5.07 

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga 
Budaya 

Capaian kinerja Pembinaan 
Adat, Seni, Tradisi dan 
Lembaga Budaya 

Persen 100 60.000.000 0 0 0 0 
 

2.22.08.
5.07.06 

Gelar Budaya Jogja Mangayubagyo Pelantikan 
Gubernur dan Wakil 
Gubernur 

       
 

  Gelar Seni Budaya  dalam 
rangka Hari Keistimewaan DIY 

Even 1 60.000.000 0 0 0 0 Kegiatan akan 
dilaksanakan 

Bulan Agustus 
2025 

4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 
URUSAN KELEMBAGAAN DAN 
KETATALAKSANAAN 

Persentase Perencanaan dan 
Pengendalian Urusan 
Keistimewaan yang 
Berkualitas 

Persen 100 114.217.400 0 0 0 0 

 

4.01.04
.5.06 

Perencanaan dan Pengendalian 
Pelaksanaan Kegiatan 
Keistimewaan 

Capaian kinerja perencanaan 
dan pengendalian kegiatan 
keistimewaan 

Persen       
 

4.01.04.
5.06.01 

Penyusunan Rencana Program 
dan Kegiatan Keistimewaan 

Dokumen hasil koordinasi 
pelaksanaan kegiatan 
keistimewaan tingkat 
kapanewon 

Dokumen       

 

  Dokumen Rencana Program 
dan Kegiatan Keistimewaan 
Tingkat kapanewon 

Dokumen       
 

  Dokumen Laporan 
Pengendalian dan Evaluasi 

Dana Keistimewaan 

Dokumen 1      
 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Progam/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target Kinerja dan 

Anggaran Tahun 2025 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran  Triwlan I 

Tahun 2025 

Tingkat Realisasi 

(%) s.d Triwulan I 

Tahun 2025 

Kendala yang 

Dihadapi 

(1) (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 

K Rp K Rp K Rp  

  Dokumen Rencana Program 
dan Kegiatan Keistimewaan 
Tingkat Kapanewon tahun 
2025 

Dokumen 1      

 

  Fasilitasi, koordinasi dan 
pemantauan pelaksanaan RB 
Kalurahan 

Dokumen 1      
 

4.1.4.5.
01 

Penataan Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan Keistimewaan 

Capaian Kinerja Penataan 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 
Keistimewaan 

Persen 100 114.217.400 0 0 0 0 

 

4.01.04.
5.01 

Penerapan dan Pendampingan 
Keistimewaan di 
Kapanewon/Kemantren dan 
Kalurahan/ Kelurahan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penerapan Keistimewaan di 
Kapanewon/Kemantren dan 
Kalurahan/ Kelurahan yang 
didampingi 

Dokumen 4 114.217.400 0 0 0 0 
Belum ada 
penyaluran 

anggaran DAIS 
tahap I 

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Capaian nilai Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(AKIP) 

Angka 85.1 3.465.267.853  787.999.806 0 23% 
 

7.01.01
.2.01 

Perencanaan,Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Capaian kinerja perencanaan 
dan evaluasi perangkat 
daerah 

Persen 100 5.100.000 40 1.700.000 40% 33% 
 

7.01.01.
2.01.01 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan PD 

Dokumen 7 2.550.000 3 850.000 42% 33% 
 

 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen       
 

  Dokumen Keuangan         

7.1.1.2.
01.07 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Laporan 5 2.550.000 2 850.000 40% 33% 
 

7.01.01
.2.02 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Capaian kinerja 
pengadministrasian 
keuangan perangkat daerah 

Persen 100 2.924.009.433 24 655.282.073 24% 22% 
 

7.01.01.
2.02.01 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Dokumen pembayaran gaji dan 
tunjangan 

Dokumen       
 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Progam/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target Kinerja dan 

Anggaran Tahun 2025 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran  Triwlan I 

Tahun 2025 

Tingkat Realisasi 

(%) s.d Triwulan I 

Tahun 2025 

Kendala yang 

Dihadapi 

(1) (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 

K Rp K Rp K Rp  

  Jumlah Orang yang 
Meneriman Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Orang/Bu
lan 

15 2.874.749.433 15 643.392.073 100% 22% 
 

7.01.01.
2.02.02 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Honorarium Pengelola 
Keuangan, BMD dan 
Kepegawaian 

Orang/Bu
lan 

      
 

  Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Dokumen 3 44.160.000 1 11.040.000 33% 25% 
 

'7.1.1.2.
02.07 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan laporan 
Koordinasi Penyusunan 
laporan Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Laporan 22 5.100.000 5 850.000 23% 17% 

 

7.1.1.2.
05 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Capaian kinerja 
pengadministrasian 
kepegawaian perangkat 
daerah 

Persen 100 2.550.000 35 850.000 35% 33% 

 

'7.1.1.2.
05.05 

Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai 

Dokumen 1 2.550.000 0 850.000 0 33% 
 

7.01.01
.2.06 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Capaian kinerja pengelolaan 
administrasi umum 

Persen 100 141.474.826 18 23.583.500 18% 17% 
 

7.01.01.
2.06.01 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik /Penerangan Bangunan 
Kantor 

Komponen Instalasi Listrik Paket       
 

  Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
disediakan 

Paket 4 8.195.170 1 2.100.000 25% 25% 

 

7.01.01.
2.06.02 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis       
 

  Jumlah paket peralatan dan 
perlengkapan kantor yang 
disediakan 

Paket 4 17.820.356 1 4.820.000 25% 27% 
 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Progam/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target Kinerja dan 

Anggaran Tahun 2025 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran  Triwlan I 

Tahun 2025 

Tingkat Realisasi 

(%) s.d Triwulan I 

Tahun 2025 

Kendala yang 

Dihadapi 

(1) (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 

K Rp K Rp K Rp  

7.01.01.
2.06.03 

Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Bahan dan Peralatan 
kebersihan  

Jenis       
 

  Jumlah Paket Peralatan 
Rumah tangga yang 
disediakan 

Paket 4 8.301.100 1 2.085.000 25% 25% 
 

7.01.01.
2.06.05 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Barang Cetakan Jenis       
 

  Penggandaan Lembar        

  Jumlah paket barang cetakan 

dan penggandaan yang 
disediakan 

Paket 4 12.355.200 1 2.961.000 25% 24% 

 

7.01.01.
2.06.06 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Bahan Bacaan Langganan  
Surat Kabar 

Jenis       
 

  Jumlah dokumen bahan 
bacaan dan perundang 
undangan yng disediakan 

Dokumen 1 2.400.000 0 600.000 0 25% 
 

7.01.01.
2.06.09 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan hasil rapat Dokumen       
 

  Perjalanan dinas dalam daerah Orang/pe
rjalanan 

      
 

  Perjalanan dinas luar daerah Orang/pe
rjalanan 

      
 

  Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Laporan 250 87.773.000 39 8.937.500 16% 10% 

 

7.01.01.
2.06.11 

Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Laporan penataan arsip Dokumen       
 

  Jumlah dokumen 
penatausahaan arsip dinamis 
pada SKPD 

Dokumen 1 2.080.000 0 805.000 0 39% 
 

7.1.1.2.
06.11 

Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berasis 
Elektronik pada SKPD 

Dokumen 1 2.550.000 0 1.275.000 0 50% 

 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Progam/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target Kinerja dan 

Anggaran Tahun 2025 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran  Triwlan I 

Tahun 2025 

Tingkat Realisasi 

(%) s.d Triwulan I 

Tahun 2025 

Kendala yang 

Dihadapi 

(1) (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 

K Rp K Rp K Rp  

7.01.01
.2.07 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Capaian kinerja pengadaan 
barang milik daerah 

Persen 100 20.500.000 100 20.500.000 100% 100% 
 

7.01.01.
2.07.06 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jenis       
 

  Jumlah unit peralatan dan 
mesin lainnya yang disediakan 

Unit 3 20.500.000 3 20.500.000 100% 100% 
 

7.01.01
.2.08 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Capaian kinerja penyediaan 
jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Persen 100 194.649.744 25 45.427.583 25% 23% 
 

           

7.01.01.
2.08.02 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Pembayaran Rekening Listrik Bulan       
 

  Pembayaran Rekening Air Bulan        

  Pembayaran Rekening 
Telephone 

Bulan       
 

  Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
disediakan 

Laporan 12 64.200.000 3 12.845.229 25% 20% 

 

7.01.01.
2.08.03 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Perbaikan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jenis       
 

  Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan 

Laporan 4 12.000.000 1 3.000.000 25% 25% 

 

7.01.01.
2.08.04 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Laporan Keamanan dan 
Ketertiban Kantor 

Dokumen       
 

  Laporan Kebersihan 
Lingkungan Kantor 

Dokumen       
 

  Laporan Kegiatan Pelayanan 
Umum Kapanewon 

Dokumen       
 

  Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang disediakan 

 

Laporan 4 118.449.744 1 29.582.354 25% 25% 

 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Progam/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target Kinerja dan 

Anggaran Tahun 2025 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran  Triwlan I 

Tahun 2025 

Tingkat Realisasi 

(%) s.d Triwulan I 

Tahun 2025 

Kendala yang 

Dihadapi 

(1) (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 

K Rp K Rp K Rp  

7.01.01
.2.09 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Capaian kinerja 
pemeliharaan barang milik 
daerah 

Persen 100 176.983.850 24 40.656.650 24% 23% 
 

7.1.1.2.
09.01 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau kendaraan dinas Jabatan 

Pemeliharan kendaraan dinas 
roda 2 

Unit       

 

  Pemeliharan kendaraan dinas 

roda 4 

Unit       
 

  Jumlah Kendaraan 
Perorangan dinas atau 
kendaraan dinas Jabatan yang 
dipelihara dan dibayarkan 
pajaknya 
 

Unit 9 164.821.550 9 40.656.650 100% 25% 

 

7.01.01.
2.09.02 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan  Bangunan 
Lainnya 

Pemeliharaan gedung kantor 
dan rumah dinas 

Unit       
 

  Jumlah gedung kantor dan 
bangunan lainnya yang 
dipelihara/direhabilitasi 

Unit 2 12.162.300 0 0 0 0 Kegiatan akan 
dilaksanakan 

pada Bulan Juli 
tahun 2025 

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

Cakupan Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik 

Persen 100 35.050.000 12 1.000.000 12% 9,5% 
 

7.01.02
.2.01 

Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan 

Persen 100 24.800.000 12 1.000.000 12% 9.4% 

 

7.01.02.
2.01.01 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan 
dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 
Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait 

Laporan Koordinasi 
Forkompimkap 

Dokumen       

 

  Jumlah laporan 
Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 

Laporan 4 14.175.000 0 0 0 0 
Kegiatan akan 
dilaksanakan 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Progam/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target Kinerja dan 

Anggaran Tahun 2025 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran  Triwlan I 

Tahun 2025 

Tingkat Realisasi 

(%) s.d Triwulan I 

Tahun 2025 

Kendala yang 

Dihadapi 

(1) (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 

K Rp K Rp K Rp  

Kegiatan Pemerintahan 
dengan Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait 

pada Bulan Mei 
2025 

7.01.02.
2.01.02 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

Catatan hasil fasilitasi 
kapanewon kepada kalurahan 

Dokumen       
 

  Jumlah Dokumen Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

Dokumen 4 10.625.000 1 0 25% 22% 

 

7.01.02
.2.04 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada Camat 
 

Capaian kinerja pelayanan 
kapanewon 

Persen 100 10.250.000 11 1.000.000 11% 10% 

 

7.01.02.
2.04.02 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang terkait dengan 
Nonperizinan 

Laporan Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 

Dokumen       
 

  Masyarakat yang dilayani Orang        

  Jumlah laporan pelaksanaan 
nonperizinan pada urusan 
pemerintahan 

Laporan 2 10.250.000 0 1.000.000 0 10% 
 

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Cakupan Pemberdayaan 
Kepada Masyarakat 

Persen 100 98.754.500 50 29.767.500 50% 35% 
 

7.01.03
.2.01 

Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

Capaian Kinerja 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

Persen 100 77.479.500 50 29.767.500 50% 35% 
 

7.01.03.
2.01.01 

Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum  
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

Berita Acara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif 

Dokumen       

 

  Jumlah lembaga 
kemasyarakatan  yang 
berpartisipasi dalam forum 
musyawarah perencanaan 
pembangunan di desa 

Lembara 10 19.067.500 10 19.067.500 100% 100% 

 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Progam/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target Kinerja dan 
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Tahun 2025 
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(1) (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 

K Rp K Rp K Rp  

7.01.03.
2.01.03 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Laporan Bidang Sosial Dokumen       
 

  Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Laporan 4 58.412.000 1 10.700.000 25% 18% 

 

7.01.03
.2.03 

Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat 
Kecamatan 

Capaian Kinerja 
Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Kecamatan 

Persen 100 21.275.000 0 0 0 0 
 

7.01.03.
2.03.04 

Fasilitasi Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat 

Laporan pendampingan 
pengembangan usaha 
masyarakat 

Dokumen       
 

  Jumlah Laporan Fasilitasi 
Pengembangan Usaha 
ekonomi 

Laporan 2 21.275.000 0 0 0 0 Kegiatan akan 
dilaksanakan 

pada Bulan Mei 
2025 

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Cakupan Koordinasi 
Ketentraman dan Ketertiban 
Kapanewon 

Persen 100 111.515.000 3 1.650.000 3% 1,5%  

7.01.04
.2.01 

Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

Capaian Kinerja 
penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban 
umum 

Persen 100 111.515.000 3 1.650.000 3% 1,5%  

7.01.04.
2.01.01 

Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia,Tentara Nasional 
Indonesia dan Instansi Vertikal di 
Wilayah Kecamatan 

Laporan Kejadian Trantibum di 
Kapanewon 

Dokumen       

 

  Laporan Pelaksanaan Upacara 
Hari Besar 

Dokumen       
 

  Laporan Penanggulangan 
Bencana 

Dokumen       
 

  Jumlah Laporan Sinergitas 
dengan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia,Tentara 
Nasional Indonesia dan 

Laporan 5 111.515.000 0 1.650.000 0 1,5% 

 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Progam/Kegiatan/Sub 
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(5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 

K Rp K Rp K Rp  

Instansi Vertikal di Wilayah 
Kecamatan 
 

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Cakupan Stabilitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum 

Persen 100 8.062.500 0 0 0 0 
 

7.01.05
.2.01 

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Capaian kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan umum 

Persen 100 8.062.500 0 0 0 0 
 

7.01.05.
2.01.01 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan 
dan Ketahanan Nasional dalam 
rangka Memantapkan 
Pengamalan Pancasila, 
Pelaksanaan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Pelestarian 
Bhinneka Tunggal Ika serta 
Pemertahanan dan Pemeliharaan 
Keutuhan Negara Kesatuan 
Repubik Indonesia 

Laporan pembinaan 
peningkatan ketahanan 
nasional 

Dokumen       

 

  Jumlah orang yang mengikuti 
pembinaan Wawasan 
Kebangsaan dan Ketahanan 
Nasional dalam rangka 
Memantapkan Pengamalan 
Pancasila, Pelaksanaan 

Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945, Pelestarian Bhinneka 
Tunggal Ika serta 
Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhan 
Negara Kesatuan Repubik 
Indonesia 

Orang 50 8.062.500 0 0 0 0 

Kegiatan akan 

dilaksanakan 
pada Bulan 

Agustus 2025 

     3.892.867.253  820.417.306    
 



Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon 

Piyungan   Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa 

permasalahan yang dihadapi yaitu: 

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN : Menyesuaikan dengan kebijakan 

BPKPAD 

b. Kegiatan Danais akan dilaksanakan di TW II karena pada TW I belum ada 

penyaluran anggaran Dais dari pusat ke Kabupaten Bantul. 

c. Kurangnya anggaran untuk kegiatan peringatan HUT RI tahun 2025 

 

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, 

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan 

ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar 

penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. 

  



BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan 

rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu 

indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang 

dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 mendasarkan pada permasalahan 

yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus 

ditindaklanjuti.   

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan 

Renja Kapanewon Piyungan  Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: 

 

  



Tabel 3.1 

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan  Tahun 2025 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun berdasarkan 

hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 

28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2025. 

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 akan 

menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.  
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